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Global issues such as poverty, inequality, and climate change
have driven the UN to establish the SDGs to create a more
sustainable world. Although Indonesia has experienced
significant economic growth, its distribution remains
uneven. Fiscal decentralization has become a crucial
strategy to ensure inclusive development across all regions.
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Riwayat Artikel :
Diterima 2 September 2024 This study analyzes the impact of fiscal decentralization on
Direvisi 30 November 2024 the digital economy and its effects on sustainability and the
Disetujui 6 Desember 2024 achievement of local SDGs at the provincial level in
Tersedia online 7 Desember 2024 Indonesia. The research uses an exploratory quantitative
approach to explore the relationship between fiscal
decentralization, the digital economy, and sustainability
JEL Classification: H77, 033, performance across 34 Indonesian provinces in 2023.
Q56,€39,018 Secondary data were processed using PLS-SEM to predict

relationships between variables. The study finds that fiscal
decentralization does not have a significant impact on the
digital economy and sustainability at the macro level,
contrary to existing literature. However, the digital economy
plays a crucial role in achieving the Sustainable
Development Goals (SDGs) at the local level Fiscal
decentralization also supports social sustainability through
better local resource management. The digital economy acts as a mediator, strengthening the
relationship between fiscal decentralization and sustainability. This study highlights the
importance of integrating fiscal decentralization with digital technology to enhance policy
effectiveness, optimize fund allocation, and encourage public participation in achieving the SDGs.
Keywords : Fiscal Decentralization, Digital Economy, Sustainability, Sustainable Development
Goals, PLS-SEM

Abstrak

Problematika global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim mendorong PBB
menetapkan SDGs untuk menciptakan dunia berkelanjutan. Meski Indonesia mengalami
pertumbuhan ekonomi yang signifikan, distribusinya masih belum merata. Desentralisasi fiskal
menjadi strategi penting untuk memastikan pembangunan inklusif di seluruh wilayah. Studi ini
menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ekonomi digital dan dampaknya pada
keberlanjutan serta pencapaian SDGs lokal di tingkat Provinsi di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif untuk mengeksplorasi hubungan antara
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desentralisasi fiskal, ekonomi digital, dan kinerja keberlanjutan di 34 provinsi Indonesia pada
2023. Data sekunder diolah menggunakan PLS-SEM untuk memprediksi hubungan
antarvariabel. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki dampak
signifikan terhadap ekonomi digital dan keberlanjutan di tingkat makro, bertentangan dengan
literatur yang ada. Ekonomi digital terbukti berperan penting dalam pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) di tingkat lokal. Desentralisasi fiskal juga mendukung keberlanjutan
sosial melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih baik. Ekonomi digital berfungsi sebagai
mediator, memperkuat hubungan antara desentralisasi fiskal dan keberlanjutan. Penelitian ini
menekankan pentingnya integrasi desentralisasi fiskal dengan teknologi digital untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan, mengoptimalkan alokasi dana, dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam mencapai SDGs.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Digital, Keberlanjutan, Sustainable Development
Goals, PLS-SEM

1. PENDAHULUAN

Problematika global yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim,
dan degradasi lingkungan, telah menjadi tantangan besar bagi kelangsungan hidup manusia dan
bumi. Ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi memperparah
kondisi ini, menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh negara berkembang tetapi
juga negara maju (Lee et al., 2023; Rosak-Szyrocka et al., 2022; Xiu & Zhao, 2021). Kesadaran akan
perlunya tindakan kolektif mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menetapkan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2015. SDGs hadir sebagai upaya global
untuk mengatasi berbagai tantangan ini dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih inklusif,
adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Arzo & Hong, 2024). Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target, menunjukkan keinginan
pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan serta mengatasi
masalah pendidikan, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, kerusakan lingkungan, dan
pemberdayaan penduduk dunia (Yanga & Rajabifard, 2019). Pembangunan berkelanjutan
adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Chaudhary, 2023). Artinya,
kebutuhan masa depan bergantung pada seberapa baik kita menyeimbangkan tujuan atau
kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan saat membuat keputusan saat ini

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, telah
mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto
(PDB) Triwulan IV Tahun 2023 mencapai Rp. 74.964.701 atau 4,919,7 triliun dolar AS dan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% (yoy)(Rasyiqa et al., 2023). Pertumbuhan ini didorong
oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat sebesar 5,06% (yoy) serta investasi yang tumbuh
5,77% (yoy) (Adiputra & Nataherwin, 2023). Peningkatan operasi bisnis di berbagai industri
telah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, peluang
penghasilan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik (Shiyammurti & Tjahjadi, 2023).
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan strategi yang komprehensif untuk
memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan
masyarakat dan wilayah. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya keuangan menjadi faktor
kunci (Ouyang et al., 2023). Salah satu pendekatan penting adalah melalui desentralisasi fiskal,
yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur
anggaran dan pendapatan mereka (Dexu & Wenlong, 2022). Dengan desentralisasi fiskal, alokasi
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dana dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah, mendorong efisiensi
dalam pelayanan publik dan meningkatkan pembangunan di tingkat lokal (X. Chen et al., 2024).
Hal ini memungkinkan distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif di seluruh
wilayah.

Desentralisasi fiskal, yang melibatkan pelimpahan tanggung jawab keuangan kepada
pemerintah daerah, memengaruhi tiga dimensi keberlanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan,
sebagaimana dijabarkan dalam SDGs (Xiao-Sheng et al., 2022). Perkembangan pesat ekonomi
digital turut mengubah lanskap fiskal dan kebijakan, yang berpotensi memengaruhi pencapaian
SDGs (Ciocoiu, 2011). Interaksi antara transformasi digital dan keberlanjutan diakui penting
dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dan hasil fiskal lainnya (Y. Wang et al., 2022).
Digitalisasi ekonomi juga dianggap penting dalam melokalisasi strategi SDGs agar lebih efektif
(Govindan, 2023). Namun, kesenjangan digital di negara berkembang selama beberapa dekade
terakhir menjadi tantangan dalam mencapai kemajuan digital yang merata dan pencapaian
SDGs secara konsisten. Kesenjangan digital di negara berkembang terlihat dari akses teknologi
yang terbatas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil. Misalnya, di sub-Sahara Afrika, hanya
33% populasi memiliki akses internet, dibandingkan dengan 87% di negara maju (Faturoti,
2022). Di India, kesenjangan gender dalam penggunaan internet mencapai 40% pada 2021
(GSMA, 2021) (Tewathia et al., 2020). Indonesia memiliki permasalahan penetrasi internet di
daerah perkotaan mencapai lebih dari 70%, sementara di pedesaan hanya sekitar 45%
(Kustanto, 2024). Hal ini menghambat pendidikan, layanan kesehatan digital, dan peluang
ekonomi, yang esensial untuk mencapai SDGs seperti pendidikan berkualitas (SDG 4) dan
pengurangan kesenjangan (SDG 10).

Keterbatasan dukungan SDGs dalam kerangka keuangan negara berkembang dan perlunya
model keuangan yang lebih berkelanjutan juga memperlambat keterkaitan antara desentralisasi
fiskal dan SDGs (Ahmad & Satrovic, 2023; Bhattacharjee, 2024). Padahal, ekonomi digital
menyederhanakan administrasi, meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi
masyarakat, serta menghadirkan inovasi dalam mengatasi tantangan lingkungan (Akberdina et
al, 2023). Oleh karena itu, ekonomi digital harus dimanfaatkan secara strategis dalam
desentralisasi fiskal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas pemerintah daerah.

Para peneliti telah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memiliki efek positif dan
negatif pada SDGs. Cirolia dkk (2022) menemukan desentralisasi fiskal memiliki hubungan
positif dengan SDGs yang didorong oleh inovasi berkualitas tinggi (Cirolia et al., 2022).
Sebaliknya, studi oleh Ji dkk (2021) menemukan hubungan campuran antara desentralisasi
fiskal dan pembangunan ekonomi di 27 negara berkembang (Ji et al., 2021). Pietrovito et al.
(2017) justru menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memperburuk ketimpangan antar
wilayah jika kapasitas fiskal daerah berbeda signifikan (Pietrovito et al.,, 2023). Walaupun
literatur yang ada telah secara ekstensif meneliti dampak desentralisasi fiskal terhadap SDGs,
terdapat kekurangan penelitian mengenai topik yang berfokus pada peran mediasi ekonomi
digital. Studi desentralisasi fiskal bahkan jarang diteliti dalam kasus dukungan SDGs berbasis
lokal daerah baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Dengan demikian, terdapat empat
Rumusan Masalah yang harus diselesaikan.

RQ1. Apakah desentralisasi fiskal mempengaruhi praktik ekonomi digital skala Provinsi di
Indonesia?



109 Alfarizi et al

RQ2. Apakah desentralisasi fiskal mempengaruhi keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan
skala Provinsi di Indonesia

RQ3. Apakah desentralisasi fiskal mempengaruhi ketercapaian SDGs Lokal sesuai rencana aksi
SDGs Provinsi di Indonesia?

RQ4. Apakah ekonomi digital memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan
keberlanjutan serta pencapaian SDGs lokal Provinsi di Indonesia?

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap praktik
ekonomi digital serta dampaknya pada keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, dan
ketercapaian SDGs lokal di tingkat Provinsi di Indonesia. Studi ini juga mengeksplorasi peran
ekonomi digital sebagai mediator dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dan pencapaian
keberlanjutan serta SDGs lokal di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Implementasi SDGs Indonesia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17
tujuan global yang disepakati oleh PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk
pembangunan berkelanjutan (Kumar et al., 2016). Kerangka indikator global SDG PBB ini terdiri
dari 244 indikator di 17 tujuan dan 169 target. Enam persen dari semua indikator adalah untuk
Tujuan 11 (Kota dan komunitas yang berkelanjutan). Misi resmi SDG 11 adalah untuk
“Mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan”. SDGs dirancang untuk
mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang
(Guerrero et al, 2022). Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan
berkualitas, kesetaraan gender, energi bersih, pekerjaan layak, inovasi, pengurangan
ketimpangan, serta aksi terhadap perubahan iklim (Morton etal., 2017). SDGs mengintegrasikan
dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam upaya mencapai keberlanjutan global.
Implementasinya membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan individu (Moya-Clemente et al., 2020). Setiap negara diharapkan
menerapkan strategi yang sesuai dengan konteks nasional dan tantangan lokal mereka (Horan,
2020). Dengan kolaborasi global dan komitmen yang kuat, SDGs diharapkan dapat membawa
perubahan positif bagi dunia pada tahun 2030, memastikan kehidupan yang lebih adil, inklusif,
dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan pelaksanaan SDGs di Indonesia, diperlukan peraturan-
peraturan untuk memastikan SDGs berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang
dilakukan di Indonesia. Pemerintah mengintegrasikan SDGs dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta membentuk kelembagaan khusus untuk
koordinasi dan implementasinya. Berbagai peraturan, seperti Peraturan Presiden No.
111/2022, dan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs telah diterbitkan untuk mendukung
pencapaian tujuan ini (Suparjo et al., 2021). Indonesia juga mendorong partisipasi multi-pihak,
termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam mencapai
17 tujuan SDGs (Handayani et al., 2024). Tantangan lokal seperti kemiskinan, ketimpangan, dan
perubahan iklim menjadi fokus utama dalam penerapannya.

Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Khusus untuk pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
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Tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menetapkan prioritas
penggunaan dana desa guna mendukung pencapaian 10 SDGs desa (Saguni & Djabbari, 2024).
Pemerintah Daerah juga didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang mencakup
kegiatan dan target pencapaian SDGs (Kusuma & Yafiz, 2023). RAD ini harus diselaraskan
dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) (Darmawan, 2023).

Langkah SDGs sangat penting bagi Indonesia karena SDGs mengatasi berbagai tantangan
pembangunan, termasuk kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi, krisis lingkungan, dan
akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Kushnir & Nunes, 2022). Dengan
menerapkan SDGs, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh
penduduknya. Ke-17 tujuan tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti mengakhiri
kemiskinan, mencapai efisiensi energi, mendorong kesetaraan gender, dan melindungi
lingkungan. Komitmen Indonesia terhadap SDGs terbukti dalam perencanaan pembangunan
nasionalnya, dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memimpin
upaya untuk mencapai target-target tersebut pada tahun 2030 (Aminullah, 2020). SDGs juga
memfasilitasi kerja sama internasional dan menarik investasi, yang dapat berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Sato et al., 2020). Melalui reformasi
struktural yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia berupaya menuju masa depan yang lebih
adil dan tangguh, sejalan dengan komitmen global seperti mencapai Net Zero Emissions pada
tahun 2060 (Kanugrahan et al, 2022). Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa
pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan bermanfaat bagi semua orang di Indonesia (Hadi et
al,, 2020).

Tantangan utama dalam implementasi SDGs di Indonesia adalah konsistensi kebijakan.
Sebelum berkomitmen pada SDGs pada tahun 2015, kebijakan Indonesia lebih berfokus pada
eksploitasi sumber daya alam (Novieastari et al.,, 2022). Meskipun kebijakan ini membantu
Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara terkaya di dunia, cepatnya deforestasi menjadi
sorotan global (Basymeleh et al., 2024). Setelah berkomitmen pada SDGs, Indonesia mulai lebih
aktif dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan. Indonesia berkomitmen untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan
dukungan internasional pada tahun 2030. Ini termasuk pengembangan strategi jangka panjang
untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060 dengan Skema Nationally Determined
Contribution (NDC) (Kanugrahan & Hakam, 2023). Indonesia sedang mempersiapkan Second
NDC yang akan disampaikan pada Agustus 2024, dengan target pengurangan emisi Gas Rumah
Kaca (GRK) yang lebih ambisius, termasuk penambahan sektor kelautan dan pengelolaan
limbah. Program Climate Innovation Generation (CIGPro) melibatkan masyarakat dalam aksi
lingkungan, seperti penanaman mangrove dan transplantasi terumbu karang (Ismail et al,,
2021). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan generasi muda
dalam isu perubahan iklim. Indonesia juga memiliki rencana Rencana Operasional FOLU Net-
Sink 2030 untuk memastikan kontribusi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dalam
mencapai target pengurangan emisi . Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Pembangkit
Tenaga Listrik Tenaga Surya Atap, Kendaraan Listrik dan Biodiesel (Yudiartono et al.,, 2023).
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Pada tahun 2016, perubahan ini menempatkan Indonesia di peringkat 98 dari 162 negara dalam
indeks implementasi SDGs (Novieastari et al., 2022).

Tantangan lainnya adalah memastikan partisipasi efektif di lebih dari 17.000 pulau yang
tersebar luas dengan populasi 275 juta jiwa (Qisa’i, 2020). Refleksivitas dalam mengatasi konflik
dan ketidakpastian juga menjadi isu penting karena keberagaman sebanyak 1.340 kelompok
etnis berdasarkan sensus penduduk nasional BPS RI Tahun 2010. Selain itu, bencana alam
seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi menjadi ancaman konstan, mengingat lokasi
Indonesia di "cincin api" (Oktari et al., 2022). Struktur pemerintahan yang kompleks dengan
lebih dari 600 yurisdiksi juga sering menghambat implementasi kebijakan(Setyawan et al,,
2023). Dukungan anggaran untuk implementasi SDGs di Indonesia masih perlu dioptimalkan,
terutama dalam hal alokasi yang merata dan efisien (Ovitasari, 2022). Meskipun sudah ada
komitmen dari pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pencapaian SDGs melalui
kepatuhan regulasi dan dukungan anggaran program, tantangan terkait pembiayaan jangka
panjang, inklusivitas anggaran di daerah terpencil, serta koordinasi antar-lembaga masih
menjadi kendala utama. Kolaborasi lintas sektor dan inovasi pembiayaan sangat diperlukan
untuk mencapai target SDGs secara menyeluruh.

2.2. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Indonesia

Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan SDGs melalui kebijakan strategis,
program inklusif, serta kolaborasi lintas sektor. Dukungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial,
dan lingkungan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan,
kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat demi tercapainya SDGs pada 2030 (Y.
Chenetal., 2023). Andrian dkk (2021) menyatakan inti keberhasilan implementasi SDGs tingkat
Lokal adalah pembentukan tata kelola multilevel dan sistem keuangan publik yang kuat yang
dapat responsif terhadap konteks lokal (Andrian et al., 2021). Pemerintah harus bertujuan
untuk mencapai manfaat publik secara hukum bersama dengan kesejahteraan sosial melalui
desentralisasi anggaran.

Desentralisasi fiskal sebagai bagian otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan
pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan fiskal sebagian dialihkan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah (Zeng et al., 2020). Tujuannya adalah memperkuat kemandirian
daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka, termasuk pendapatan dan
pengeluaran, guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan lokal (X. Chen et al., 2020).
Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan spesifik
wilayahnya, sementara desentralisasi fiskal memberikan porsi pembagian dana yang lebih adil
antara pusat dan daerah (Rondinelli, 2017). Konsep ini diharapkan mendorong efisiensi,
akuntabilitas, serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai pada tahun 2001 sebagai salah satu reformasi
anggaran terbesar (Paddu, 2024). Proses ini terkait erat dengan penerapan otonomi daerah
yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain
itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah menjadi dasar hukum implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia
(Ningsih et al., 2023). Undang-undang tersebut diharapkan dapat memperbaiki kehidupan
masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, pemberdayaan, dan
partisipasi masyarakat daerah. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah mencapai
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keseimbangan fiskal yang merata, baik secara vertikal antara pusat dan daerah, maupun secara
horizontal antar daerah (Sudhipongpracha & Wongpredee, 2017). Desentralisasi fiskal ini
bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi akibat perbedaan kapasitas dan
kebutuhan fiskal antar wilayah (Siregar & Badrudin, 2017). Kapasitas fiskal mempengaruhi
kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan, sedangkan kebutuhan fiskal
berhubungan dengan perbedaan dalam kualitas pelayanan publik, kondisi geografis, dan tingkat
kemiskinan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia juga mencakup sistem transfer fiskal
antar pemerintah dan/atau antar daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar
wilayah (Turnip & Saputra, 2020).

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berubah dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (HKPD), menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009 (Putra et
al,, 2023). UU ini mengarahkan desentralisasi fiskal untuk mendukung prioritas pembangunan,
pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD memiliki empat pilar utama: Pajak dan
Retribusi Daerah, Ketimpangan Vertikal dan Horizontal, Peningkatan Kualitas Belanja Daerah,
serta Harmonisasi Belanja Pusat-Daerah (Lestari, 2023). Keempatnya menjadi landasan dalam
kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia. Implementasi UU ini diharapkan meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan, serta membantu pencapaian target
RPJM Nasional 2020-2024. Tiga pilar kunci yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kualitas
belanja daerah, serta sinergi belanja pusat-daerah menjadi fokus utama dalam memastikan
desentralisasi fiskal yang efektif dan efisien (Hardiana, 2023).

Proses desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah
daerah dalam mengelola sumber daya keuangan (Salsabela, 2024). Dari pengeluaran dan
pendapatan untuk mencapai pembangunan daerah secara adil yang sejalan dengan tujuan SDGs.

2.3. Teori Federalisme Fiskal

Federalisme fiskal didefinisikan sebagai konsep distribusi kewenangan fiskal antara
pemerintah pusat dan daerah dalam sebuah negara (Shakirova & Vanyukova, 2016). Dalam
sistem ini, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab pengelolaan keuangan,
termasuk dalam hal pengumpulan pendapatan dan pengeluaran. Tujuannya adalah
menciptakan keseimbangan antara kebutuhan nasional dan kebutuhan daerah dengan tetap
menjaga otonomi daerah (Rotulo et al, 2020). Pemerintah pusat biasanya bertanggung jawab
atas kebijakan makroekonomi dan redistribusi, sementara pemerintah daerah lebih fokus pada
layanan publik lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Rodean, 2012). Dalam
praktiknya, federalisme fiskal menekankan pada pembagian pendapatan, mekanisme transfer
antar pemerintah, dan koordinasi kebijakan fiskal (Ewetan et al., 2020). Implementasi yang
efektif dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas, dan
mengurangi ketimpangan antar daerah.

Selama beberapa dekade, federalisme fiskal telah menjadi pusat perdebatan dalam literatur
keuangan publik (Burret et al, 2022; Isak & Sheikh Ali, 2019). Semakin banyak negara
menggunakan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan fungsi sektor publik mereka;
prosedurnya umumnya mencakup penentuan alokasi tugas dan wewenang terbaik antara
pemerintah pusat dan daerah (Ghani et al., 2017).
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Teori federalisme fiskal generasi pertama atau First generation fiscal federalism (FGFF) dan
generasi kedua atau second generation fiscal federalism (SGFF) adalah dua pendekatan yang
menjelaskan evolusi federalisme fiskal (Garcia-Mila et al., 2018). Federalisme fiskal berfokus
pada penyerahan tanggung jawab penyediaan layanan publik ke berbagai tingkat pemerintahan
(Zegras et al,, 2013). Meskipun demikian, pemindahan tanggung jawab ini dapat mengurangi
efisiensi skala dari pemerintah pusat. Sebagai kompensasinya, pemerintah daerah dapat
memperoleh efisiensi berkat pemahaman mendalam tentang preferensi lokal karena
kedekatannya dengan masyarakat. "Federalisme fiskal baru" yang mengadopsi perspektif teori
pilihan publik, memperbarui FGFF dengan argumen bahwa pejabat pemerintah dan politisi
lebih memperhatikan utilitas pribadi mereka ketimbang kesejahteraan pemilih (Rudyté et al.,
2021). Sebaliknya, para pendukung SGFF seperti Brennan dan Buchanan (1980) melihat
desentralisasi sebagai metode untuk membatasi tindakan pemerintah sub-nasional yang tidak
diinginkan, dengan mendorong kompetisi dalam penyediaan layanan publik dan peningkatan
pendapatan melalui pasar (Ozkék & Ciitcii, 2022). Setelah reformasi desentralisasi, tindakan
pemerintah daerah cenderung mencerminkan kebutuhan warga negara dan mendukung
keberlanjutan pasar.

2.4. Teori Ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya mengeksplorasi bagaimana organisasi bergantung pada
sumber daya dari luar dan bagaimana ketergantungan tersebut memengaruhi perilaku dan
pengambilan keputusan mereka (Hillman et al., 2009). Diperkenalkan oleh Jeffrey Pfeffer dan
Gerald R. Salancik, teori ini menekankan pentingnya sumber daya eksternal bagi
keberlangsungan dan daya saing organisasi dalam lingkungannya (Drees & Heugens, 2013).
Teori ini menyatakan bahwa sumber daya yang diperlukan sering kali datang dari luar
organisasi, termasuk dari organisasi lain (Ozturk, 2021).

Dalam konteks studi ini, teori ketergantungan sumber daya digunakan untuk memahami
peran ekonomi digital sebagai sumber daya eksternal yang mendukung antara desentralisasi
fiskal dan pencapaian kinerja berkelanjutan. Teori ini menjelaskan bagaimana ketersediaan dan
distribusi sumber daya digital dapat mempengaruhi dinamika ekonomi dan politik negara-
negara serta pengalokasian tanggung jawab fiskal di berbagai level pemerintahan (Martinez-
Vazquez et al,, 2017). Selain itu, teori ini juga berhubungan dengan federalisme fiskal, karena
baik organisasi maupun ekonomi bergantung pada sumber daya eksternal, termasuk teknologi
digital, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Fang & Fang, 2023).

2.5. Hipotesis Penelitian

Konsep desentralisasi fiskal dapat mendorong pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam
infrastruktur TIK dan pengembangan keterampilan digital karena mereka lebih memahami
kebutuhan dan prioritas spesifik masyarakat setempat (E. Wang et al., 2022). Pengambilan
keputusan yang desentralistik memungkinkan adanya inovasi dan percobaan dalam
pemanfaatan teknologi digital untuk layanan publik dan keterlibatan warga (Y. Wang et al,
2023). Pemerintah daerah cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan warga jika mereka
memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya fiskal dan keputusan, yang berpotensi
meningkatkan layanan e-government dan program pelatihan keterampilan digital (X. Zhang et
al, 2022). Penelitian oleh Li dkk (2022) serta Behera dkk (2024) menunjukkan adanya
hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan adopsi e-government dan digitalisasi di
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Tiongkok dan Eropa (Behera et al., 2024; H. Li et al.,, 2022). Berdasarkan pemahaman ini, kami
memprediksi bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak positif langsung terhadap
perkembangan ekonomi digital.

H1: Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif langsung terhadap ekonomi digital pada
tingkat Provinsi.

Dalam era modern, ekonomi digital telah menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai
tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB (Gariba et al,,
2024). Ekonomi digital, yang meliputi teknologi informasi, internet, dan platform digital,
memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat (Cooke et al., 2019). Teknologi digital seperti e-commerce, fintech,
dan edutech dapat meningkatkan akses ke pasar, layanan keuangan, dan pendidikan, sehingga
memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi global (Ranta et al,,
2021). Selain itu, data yang dihasilkan oleh ekonomi digital juga dapat digunakan untuk
membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam pengembangan strategi Pembangunan
(Sengupta & Shastri, 2019).

Ekonomi digital diidentifikasi sebagai pendorong utama SDGs dengan potensi besar dalam
mendukung pembangunan ekonomi, manusia, dan sosial (Wardana et al., 2023). Melalui
penggunaan perangkat dan infrastruktur digital, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat
dapat bersama-sama mengatasi tantangan dan mendorong hasil positif dalam aspek
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rahayu et al., 2023). Sejalan dengan itu, Mulyani
dkk (2023) menemukan bahwa ekonomi digital berperan penting dalam mempertahankan
sumber pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan pendapatan fiskal, yang pada
gilirannya mengurangi korupsi (Mulyani et al., 2023). Selain itu, ekonomi digital juga
memperbaiki kesejahteraan dengan memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial (Cho & Yi,
2022), sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kohesi sosial. Oghazi dkk
(2024 ) menekankan bahwa ekonomi digital dapat mendorong kebijakan fiskal, inovasi hijau,
dan transformasi digital yang esensial bagi pengembangan energi terbarukan dan teknologi
berkelanjutan (Oghazi et al, 2024). Namun, ini juga membawa tantangan seperti limbah
elektronik dan konsumsi energi (Vlasov et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
seimbang dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital bagi pencapaian SDGs. Berdasarkan
penelitian terdahulu, diperkirakan terdapat hubungan signifikan antara ekonomi digital dan
kinerja keberlanjutan.

HZ2. Ekonomi digital memiliki pengaruh positif langsung terhadap keberlanjutan ekonomi pada
tingkat Provinsi di Indonesia

H3. Ekonomi digital memiliki pengaruh positif langsung terhadap keberlanjutan sosial pada
tingkat Provinsi di Indonesia

H4. Ekonomi digital memiliki pengaruh positif langsung terhadap keberlanjutan lingkungan pada
tingkat Provinsi di Indonesia

Hb5. Ekonomi digital memiliki pengaruh positif langsung terhadap pencapaian target SDGs Lokal
pada tingkat Provinsi di Indonesia
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Konsep desentralisasi fiskal telah menjadi fokus penelitian empiris dalam beberapa dekade
terakhir, terutama terkait dengan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan
lingkungan (Ahmad & Satrovic, 2023). Meskipun SDGs mencakup ketiga aspek tersebut,
desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi keberlanjutan melalui berbagai mekanisme, seperti
transfer antar pemerintah, pendapatan pajak lokal, serta investasi dalam aset dan kontribusi
sosial di tingkat lokal (C. Zhang & Xiang, 2023). Ini dianggap sebagai sumber pendanaan yang
signifikan bagi pemerintah daerah karena dapat mendukung layanan publik dan infrastruktur
lokal.

Desentralisasi fiskal di tingkat lokal dipandang sebagai elemen penting dalam pencapaian
kinerja SDGs (Yuan et al,, 2022). Penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak desentralisasi
fiskal terhadap kinerja keberlanjutan dan menemukan hasil yang bervariasi terkait hubungan
ini (Udeagha & Ngepah, 2022; E. Wang et al,, 2022). Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan
pendapatan pajak lokal dan investasi dalam aset daerah (Kuai et al., 2019; Sun et al., 2022), yang
pada gilirannya dapat mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien dan mendorong
pembangunan ekonomi, sosial, serta lingkungan di tingkat lokal (Y. Li & Bai, 2024; Udeagha &
Muchapondwa, 2023b). Beberapa peneliti lain menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki
dampak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara seperti Jerman,
Inggris, AS, Australia, dan Kanada (Liu et al., 2022; Sun et al,, 2022; Udeagha & Muchapondwa,
2023a). Berdasarkan penelitian sebelumnya, studi ini memperkirakan adanya pengaruh positif
langsung dari desentralisasi fiskal terhadap keberlanjutan dan tingkat pencapaian SDGs.

H6. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif langsung terhadap keberlanjutan ekonomi
pada tingkat Provinsi di Indonesia

H7. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif langsung terhadap keberlanjutan sosial pada
tingkat Provinsi di Indonesia

H8. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif langsung terhadap keberlanjutan lingkungan
pada tingkat Provinsi di Indonesia

H9. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif langsung terhadap pencapaian target SDGs
Lokal pada tingkat Provinsi di Indonesia

Ekonomi digital memainkan peran penting dalam mendorong kesejahteraan dan kegiatan
ekonomi berkelanjutan, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Ekonomi digital
meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan pendapatan fiskal
(Cheng et al, 2021). Posisi ini semakin didukung oleh potensi ekonomi digital untuk
berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial (Udeagha & Ngepah, 2023).
Desentralisasi fiskal dalam pendapatan terdesentralisasi, memiliki dampak positif terhadap
perbaikan lingkungan, menunjukkan adanya sinergi antara desentralisasi fiskal dan peraturan
lingkungan (Udeagha & Muchapondwa, 2023a). Oleh karena itu, hubungan antara desentralisasi
fiskal dan keberlanjutan lingkungan bersifat kompleks dan non-linier. Studi-studi ini telah
menyoroti hubungan antara desentralisasi fiskal dan keberlanjutan. Sebaliknya, studi-studi
tersebut kurang memperhatikan peran mediasi ekonomi digital pada desentralisasi fiskal dan
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta ketercapaian SDGs Lokal secara
bersamaan.
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H10. Ekonomi digital memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan keberlanjutan
ekonomi
H11. Ekonomi digital memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan keberlanjutan
sosial
H12. Ekonomi digital memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan keberlanjutan
lingkungan
H13. Ekonomi digital memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pencapaian target
SDGs Lokal

Dari kajian pengembangan hipotesis diatas, maka diusulkan model penelitian pada gambar
1 berikut ini.

Ekonomi Keberlanjutan
Digital Ekonomi

Keberlanjutan
Sosial

Desentralisasi
Fiskal

Keberlanjutan
Lingkungan

Pencapaian
SDGs Lokal

Gambar 1. Model Penelitian
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif untuk menyelesaikan
masalah dan mengatasi kesenjangan dalam penelitian teoritis. Penelitian ini menguraikan
kerangka teoritis serta mendefinisikan hipotesis terkait usulan hubungan antarvariabel. Pada
tahap selanjutnya, karakteristik kumpulan data dianalisis menggunakan teknik deskriptif. Data
diperoleh melalui teknik pengumpulan data sekunder yang bersifat kuantitatif dan diolah
menjadi kumpulan data panel. Data tersebut mewakili provinsi di Indonesia dengan jumlah
observasi yang mencakup 34 provinsi. Data yang digunakan bersifat akses terbuka dan
diekstraksi dari berbagai sumber basis data seperti Portal Data DJPK Kementerian Keuangan R,
Laporan SDGs Indonesia dari Bappenas RI, BPS RI, Satu Data Kemnaker RI, Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Kementerian LHK RI, serta Laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia.
Data diambil khusus dari periode tahun 2023 sebagai tahun terakhir yang lengkap. Selanjutnya,
analisis data dilakukan untuk mengklarifikasi potensi hubungan antara konstruksi-konstruksi
tersebut.
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Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara desentralisasi fiskal, ekonomi digital, dan
kinerja keberlanjutan, yang memerlukan kerangka teori fundamental untuk mengintegrasikan
konsep-konsep ini. Teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh beberapa pakar menjadi
dasar pemahaman mengenai alokasi keuangan dan tanggung jawab di berbagai tingkat
pemerintahan (Bird, 1999; Musgrave, 1961; Oates, 2008). Teori ketergantungan sumber daya
digunakan untuk menjelaskan peran desentralisasi fiskal dalam mempengaruhi kapasitas
pemerintah provinsi dalam mengelola sumber daya dan mencapai target kinerja berkelanjutan.
Pengukuran keberlanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga pilar: ekonomi, sosial,
dan lingkungan, serta pencapaian SDGs lokal, sehingga memberikan penilaian holistik atas
pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan negara tanpa mengorbankan kemampuan
generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Penggunaan variabel ekonomi digital
dibenarkan karena teknologi digital dan internet merupakan pendorong signifikan dalam
kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Teknologi ini telah muncul sebagai motor utama
pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan perangkat digital seperti e-government,
keterampilan digital, dan pelatihan TIK, pemerintah, bisnis, dan individu dapat secara kolektif
mengatasi tantangan dan mendorong hasil positif di seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Rincian variabel yang mengukur setiap konsep dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah

ini.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Keterangan Sumber
Desentralisas  Tranfer = Pusat Mengukur besaran dana transfer dari Portal Data DJPK
i Fiskal Pada Daerah pemerintah pusat ke pemerintah Kementerian
daerah, termasuk Dana Alokasi Umum Keuangan RI
dan Dana Alokasi Khusus.
Pendapatan Mengukur kontribusi Pendapatan Asli
Pajak Daerah - Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah
PAD dalam mendukung keuangan daerah.
Ekonomi Infrastruktur Mengukur ketersediaan infrastruktur Indeks
Digital dan Ekosistem digital, seperti jaringan internet, serta Masyarakat
Digital ekosistem yang mendukung aktivitas Digital
digital. Indonesia-
Kementerian
Keterampilan Mengukur  tingkat literasi  dan gomunikasi dan
Digital kompetensi digital di masyarakat, |, formatika RI
termasuk kemampuan dalam
menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi.
Pemberdayaan Mengukur efektivitas program-program
Digital pemberdayaan masyarakat melalui
teknologi digital untuk meningkatkan
kesejahteraan dan produktivitas.
Pekerjaan Mengukur  perkembangan  sektor
berbasis Digital pekerjaan yang berbasis teknologi

digital, termasuk pekerjaan di industri
teknologi dan e-commerce.
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Laju PDRB
Provinsi

Indeks
Produktivitas

Tenaga Kerja

Indeks
Pembangunan
Manusia

Indeks Kualitas
lingkungan
Hidup

Prioritas
Nasional 1
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
yang Berkualitas
dan Berkeadilan

Prioritas
Nasional 2
Mengembangka
n Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan

Prioritas
Nasional 3 :

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia
Berkualitas dan
Berdaya Saing

Prioritas
Nasional 4
Mengembangka
n Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan

Mengukur pertumbuhan ekonomi di
tingkat provinsi melalui Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).

Mengukur produktivitas tenaga kerja di
setiap provinsi berdasarkan kontribusi
tenaga kerja.

Mengukur  kualitas  pembangunan
manusia yang mencakup dimensi
pendidikan, kesehatan, dan standar
hidup layak.

Mengukur kualitas lingkungan hidup di
setiap provinsi berdasarkan indikator-
indikator lingkungan seperti kualitas
air, udara, dan tanah.

Kode 9.2.1. Proporsi Nilai Tambah
Sektor Manufaktur Pada Pendapatan
Daerah

Kode 10.1.1. (f)

Persentase rendah penduduk miskin di
daerah tertinggal

Kode 2.2.1.

Prevalensi stunting (pendek dan sangat
pendek) pada anak di bawah lima
tahun/balita

Kode 5.3.1.

Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun
yang usia kawin pertama atau usia
hidup bersama pertama sebelum umur
18 tahun

Survei Badan
Pusat  Statistik
RI

Satu Data
Kementerian
Ketenagakerjaa
n RI

Survei IPM-
Badan Pusat
Statistik RI
Sistem
Informasi
Statistik-
Kementerian

Kehutanan LHK
RI

SDGs Report
BAPPENAS RI
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Prioritas Kode 11.1.1. (a)
Nasional 5 :
Persentase rumah tangga yang memiliki
Memperkuat akses terhadap hunian yang layak dan
Infrastruktur terjangkau
untuk
Mendukung
Pengembangan

Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

Prioritas Kode 16.7.2 (a)
Nasional 7 :
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga
Memperkuat Demokrasi
Stabilitas
Polhukhankam Kode 16.7.2. (b)
dan , Indeks Aspek Kebebasan
Transformasi
Pelayanan Kode 16.7.2. (c) Indeks Aspek
Publik Kesetaraan

Studi ini memilih teknik analisis Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-
SEM). Teknik analisis PLS-SEM dipilih dalam studi ini karena memiliki keunggulan dalam
mengolah data dengan ukuran sampel kecil hingga besar dan mampu menangani model yang
kompleks dengan banyak indikator (Becker et al., 2023). PLS-SEM sangat cocok digunakan
untuk penelitian eksploratif yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten
serta mampu mengakomodasi data dengan distribusi tidak normal (Sarstedt et al., 2022). Selain
itu, PLS-SEM lebih fleksibel dibanding teknik SEM konvensional karena tidak terlalu ketat dalam
memenuhi asumsi multivariat (Hair et al., 2018). Dalam konteks ini, PLS-SEM digunakan untuk
menguji hipotesis dan mengukur kontribusi masing-masing variabel laten terhadap variabel
dependen yang diteliti, sehingga menghasilkan model yang robust dan reliabel.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1. Measurement Outer Model

Tahap pertama dalam analisis PLS-SEM adalah pengukuran model awal atau measurement
outer model. Pada tahap ini, dilakukan konfirmasi validitas dan reliabilitas penelitian. Kriteria
validitas ditentukan dengan nilai Average Variance Extracted dengan nilai minimum 0.5 (Hair et
al., 2018). Kriteria reliabilitas mempertimbangkan composite reliability (CR) dan cronbach
alpha (CA) harus lebih dari 0.7 (Chan & Lay, 2018).

Hasil pengujian pada tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE
(Average Variance Extracted) di atas 0,5, kecuali "Keberlanjutan Sosial" (0,522) dan "Pencapaian
SDGs Lokal" (0,514), yang masih mendekati nilai ambang batas yang disarankan. Nilai
Composite Reliability (CR) berkisar antara 0,701 hingga 0,972, menunjukkan bahwa model ini
memiliki konsistensi internal yang baik. Cronbach's Alpha (CA) untuk sebagian besar variabel
berada di atas 0,7, mengindikasikan reliabilitas yang cukup, kecuali untuk "Ekonomi Digital" dan
"Keberlanjutan Sosial," yang sedikit di bawah 0,7 tetapi masih dapat diterima. Secara
keseluruhan, outer model menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memadai.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Measurement Outer Model

Variabel AVE CA CR

Desentralisasi Fiskal 0.73 0.744 0.84
6 8

Ekonomi Digital 0.55 0.712 0.75
7 5

Keberlanjutan Ekonomi 0.53 0.756 0.70
8 1

Keberlanjutan Sosial 0.52 0.703 0.72
2 8

Keberlanjutan Lingkungan 0.58 0.714 0.73
1 9

Pencapaian SDGs Lokal 0.51 0.967 0.97
4 2

4.2. Inner Model Structural

Setelah memvalidasi model pengukuran, penelitian diperluas ke fase kedua dari prosedur
analisis PLS-SEM untuk menilai model struktural guna menguji hipotesis yang diajukan. Dalam
penilaian model struktural, metodologi bootstrapping, bersama dengan sampel sebanyak 5000,
dijalankan untuk menguji hipotesis (Streukens & Leroi-Werelds, 2016). Qutput bootstrapping
ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.
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Pada langkah pertama, penelitian memeriksa koefisien determinasi untuk menilai sejauh
mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R?)
yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan prediksi yang lebih kuat dalam model tersebut.
Menurut Hair dkk (2020) rentang daya penjelas ditentukan dengan menggunakan standar Rz
yang nilainya 0,67 menunjukkan daya penjelas substansial, sedangkan nilai 0,33 dan 0,10
masing-masing dikategorikan sebagai daya penjelas sedang dan lemah (Hair et al., 2020).

Hasil pengujian R-square dalam tabel 3 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki
daya penjelas yang substansial terhadap variabel dependen. Keberlanjutan Sosial memiliki R-
Square tertinggi sebesar 0,768, diikuti oleh Pencapaian SDGs Lokal dengan nilai 0,756, dan
Keberlanjutan Ekonomi sebesar 0,715, yang semuanya berada di atas 0,67, menunjukkan
kemampuan prediksi yang kuat. Ekonomi Digital dan Keberlanjutan Lingkungan memiliki R-
Square masing-masing 0,638 dan 0,639, yang masih menunjukkan daya penjelas yang
mendekati substansial. R-Square Adjusted menunjukkan penyesuaian yang umumnya
konsisten, dengan nilai yang tetap mengindikasikan daya penjelas yang signifikan untuk semua

variabel.
Tabel 3. Hasil Pengujian R-Square
Variabel Dependen R-Square R-Square Adjusted
Ekonomi Digital 0.638 0.608
Keberlanjutan Ekonomi 0.715 0.758
Keberlanjutan Lingkungan 0.639 0.623
Keberlanjutan Sosial 0.768 0.708
Pencapaian SDGs Lokal 0.756 0.701

Hipotesis yang diusulkan dapat diterima dengan ketentuan nilai t-test >1,96 dan p-value
<.0.05 (Hair et al., 2018). Hasil pengujian hipotesis utama menunjukkan bahwa sebagian besar
hubungan antara variabel independen dan dependen ditolak, dengan hanya dua hipotesis yang
diterima. Hubungan antara Ekonomi Digital dan Pencapaian SDGs Lokal diterima dengan nilai
T-Test 1,687 dan P-Value 0,047, menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan. Desentralisasi
Fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap Keberlanjutan Sosial dengan T-Test 2,016 dan P-
Value 0,010, sehingga hipotesis ini juga diterima. Hipotesis lainnya, termasuk pengaruh
Desentralisasi Fiskal terhadap Ekonomi Digital, Keberlanjutan Ekonomi, Keberlanjutan
Lingkungan, dan Pencapaian SDGs Lokal, serta pengaruh Ekonomi Digital terhadap
Keberlanjutan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial, dan Keberlanjutan Lingkungan ditolak karena
nilai T-Test yang rendah dan P-Value di atas 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh
signifikan antara variabel-variabel tersebut.

Studi ini berupaya menguji peran mediasi ekonomi digital, dengan hasil bahwa Ekonomi
Digital berhasil memediasi hubungan antara Desentralisasi Fiskal dengan Keberlanjutan
Ekonomi, Keberlanjutan Sosial, Keberlanjutan Lingkungan dan Pencapaian SDGs Lokal dengan
nilai T-Test masing-masing 1,535, 1,449, dan 2,700 serta P-Value di bawah 0,05, sehingga
hipotesis ini diterima.
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Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Utama dan Mediasi

Hyp T-Test P-Value Keputusan

Desentralisasi Fiskal [ 0.774 0.441 Ditolak
Ekonomi Digital

Ekonomi Digital 0 1,245 0.216 Ditolak
Keberlanjutan Ekonomi

Ekonomi Digital 0 0,670 0.504 Ditolak
Keberlanjutan Sosial

Ekonomi Digital 0 0,343 0.732 Ditolak
Keberlanjutan Lingkungan

Ekonomi Digital 0 1,687 0.047 Diterima
Pencapaian SDGs Lokal

Desentralisasi Fiskal [ 0,270 0.788 Ditolak
Keberlanjutan Ekonomi

Desentralisasi  Fiskal 0 2,016 0.010 Diterima
Keberlanjutan Sosial

Desentralisasi  Fiskal [I 0,403 0.688 Ditolak
Keberlanjutan Lingkungan

Desentralisasi  Fiskal [I 0,180 0.858 Ditolak
Pencapaian SDGs Lokal

Desentralisasi Fiskal [ 1,535 0.027 Diterima
Ekonomi Digital 0

Keberlanjutan Ekonomi

Desentralisasi Fiskal [ 1,449 0.039 Diterima
Ekonomi Digital 0

Keberlanjutan Sosial

Desentralisasi Fiskal [ 1,262 0,045 Diterima

Ekonomi Digital 0
Keberlanjutan Lingkungan

Desentralisasi Fiskal [ 2,700 0,007 Diterima
Ekonomi Digital 0
Pencapaian SDGs Lokal

4.4. Diskusi
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Hasil pengujian H1 menunjukkan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekonomi digital. Hasil ini sangat bertentangan dengan Behera dkk (2024) dan Li dkk
(2022) bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong digitalisasi pemerintahan dalam
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Desentralisasi fiskal di Indonesia, yang bertujuan
memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah, tidak selalu berdampak positif
pada ekonomi digital karena beberapa alasan. Pertama, kapasitas pemerintah daerah dalam
mengelola anggaran masih terbatas, terutama dalam merencanakan dan mengimplementasikan
infrastruktur digital yang efektif. Kedua, ketimpangan antardaerah dalam hal akses teknologi
dan infrastruktur dasar, seperti internet, menyebabkan beberapa daerah tertinggal dalam
perkembangan ekonomi digital. Ketiga, potensial korupsi dan birokrasi yang lambat di beberapa
tingkat daerah dapat menghambat investasi dan inovasi digital. Kurangnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah bisa menciptakan kebijakan yang tidak sinkron, menghambat
perkembangan ekosistem digital secara keseluruhan. Akibatnya, meskipun ada desentralisasi
fiskal, pertumbuhan ekonomi digital tidak merata dan kurang signifikan secara nasional.

Berikutnya, studi ini menunjukkan ekonomi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Hasil ini jauh bertentangan dengan
literatur pendukung terkait peran ekonomi digital dalam mendukung pembangunan ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup dengan transformasi teknologi (Mulyani et al.,, 2023; Rahayu et al,,
2024; Oghazi et al., 2024; Vlasov et al, 2019) , dengan demikian H2-H4 ditolak. Terdapat
beberapa faktor yang berkemungkinan peran ekonomi digital belum mampu mempengaruhi
kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertama, adopsi teknologi digital seringkali belum
merata dan tidak inklusif, sehingga hanya segelintir masyarakat yang merasakan manfaatnya
secara langsung. Ketimpangan akses terhadap teknologi digital, terutama di daerah terpencil,
menghambat kontribusi ekonomi digital terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi secara
keseluruhan. Kedua, penggunaan teknologi digital tidak selalu diiringi dengan praktik
berkelanjutan, baik dalam hal lingkungan maupun sosial. Misalnya, industri e-commerce yang
berkembang pesat dapat mendorong peningkatan limbah kemasan dan emisi karbon akibat
logistik, yang berpotensi merusak lingkungan.

Menariknya, ekonomi digital justru berpengaruh signifikan terhadap pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal sesuai usulan H5. Hal ini bisa terjadi
karena ekonomi digital memiliki potensi untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan spesifik
dalam SDGs, seperti akses pendidikan (SDG 4), kesehatan (SDG 3), dan inklusi keuangan (SDG
8). Di tingkat lokal, teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi dan layanan yang
lebih cepat dan efisien, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan keuangan, sehingga
membantu masyarakat setempat mencapai target SDGs mereka. Inisiatif digital di tingkat lokal
seringkali lebih terfokus dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas,
membuatnya lebih efektif dalam menangani isu-isu lokal yang terkait dengan SDGs. Contohnya,
aplikasi digital untuk petani lokal dapat membantu meningkatkan produktivitas dan
pendapatan mereka, mendukung pencapaian SDG terkait pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan
ketahanan pangan (SDG 2). Sementara itu, platform digital yang menyediakan layanan
kesehatan jarak jauh dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di daerah
terpencil, mendukung pencapaian SDG kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun
ekonomi digital secara umum belum berdampak signifikan pada keberlanjutan secara makro,
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pada skala lokal, ia dapat berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui solusi
yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan komunitas setempat.

Desentralisasi fiskal ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan
ekonomi dan lingkungan serta pencapaian SDGs Lokal, dengan demikian H6, H8 dan H9 ditolak.
Hasil ini sangat jauh bertentangan dengan studi terdahulu (Y. Li & Bai, 2024; Udeagha &
Muchapondwa, 2023b), namun sejalan dengan pembuktian tidak signifikan pada negara Jerman,
Inggris, AS, Australia dan Kanada (Liu et al., 2022; Sun et al., 2022; Udeagha & Muchapondwa,
2023a). Desentralisasi fiskal, yang seharusnya memudahkan alokasi sumber daya lokal untuk
mencapai tujuan ekonomi dan lingkungan, mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap
keberlanjutan ekonomi dan pencapaian SDGs lokal karena beberapa faktor. Pertama,
ketidaksiapan kapasitas administratif dan teknis di tingkat lokal dapat menghambat
implementasi kebijakan yang efektif. Kedua, adanya disparitas dalam distribusi dana antar
daerah menyebabkan ketidakmerataan dalam pengembangan. Ketiga, kurangnya koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengakibatkan duplikasi atau inefisiensi. Keempat,
kebijakan desentralisasi yang tidak disertai dengan pengawasan dan akuntabilitas yang
memadai dapat memicu praktik korupsi dan penyalahgunaan dana. Untuk meningkatkan
dampak desentralisasi fiskal, perlu ada penguatan kapasitas lokal, penyesuaian alokasi dana
yang lebih adil, serta mekanisme pengawasan yang ketat.

Hasil pengujian H7 menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif
terhadap keberlanjutan sosial. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti
desentralisasi fiskal dalam mendukung pembangunan sosial lokal (Y. Li & Bai, 2024; Udeagha &
Muchapondwa, 2023b). Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif
terhadap kebutuhan lokal. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat,
alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan prioritas lokal. Ini
membantu dalam meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Selain itu, desentralisasi juga
dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang
berkontribusi pada penguatan koherensi sosial dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal mendukung
keberlanjutan sosial dengan cara mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan publik.

Studi ini melakukan pengujian mediasi ekonomi digital dalam melihat perannya di antara
desentralisasi fiskal dan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan serta SDGs. Hasilnya
justru menunjukkan ekonomi digital berperan memediasi hubungan antara desentralisasi fiskal
dan keseluruhan tiga pilar keberlanjutan dan pencapaian SDGs Lokal. Desentralisasi fiskal dapat
meningkatkan otonomi dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal, namun efektivitasnya
dalam mencapai keberlanjutan sering terhambat oleh keterbatasan kapasitas SDM, integritas
dan infrastruktur. Di sinilah ekonomi digital berperan penting dalam mendukung peran
desentralisasi fiskal untuk keberlanjutan dan pencapaian SDGs Lokal. Ekonomi digital
memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dana
dan pelayanan publik. Teknologi digital dapat mempercepat proses alokasi dan pemantauan
dana, mengurangi korupsi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan memanfaatkan platform digital, daerah dapat
mengidentifikasi kebutuhan secara lebih akurat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya,
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dan memantau dampak kebijakan secara real-time. Lebih jauh, ekonomi digital memperkuat
integrasi sosial melalui akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan, serta mendorong
inovasi dalam solusi lingkungan. Ini mendukung pencapaian SDGs dengan mengatasi
kesenjangan akses, memperbaiki sistem informasi, dan mempercepat respons terhadap
tantangan lokal. Secara keseluruhan, ekonomi digital meningkatkan efektivitas desentralisasi
fiskal dalam mencapai keberlanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan
demikian, keberadaan ekonomi digital kini tidak bisa dipisahkan dalam penguatan
desentralisasi fiskal untuk pencapaian SDGs tingkat Provinsi dan tiga pilar keberlanjutan
makro.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menilai dampak desentralisasi fiskal dan ekonomi digital terhadap
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta pencapaian Sustainable Development Goals
(SDGs) di Indonesia. Penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan
terhadap ekonomi digital maupun keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat
makro, meskipun bertentangan dengan literatur sebelumnya. Ketidakmerataan adopsi
teknologi, ketimpangan akses, dan dampak lingkungan turut memengaruhi hasil ini. Namun,
ekonomi digital berpengaruh signifikan pada pencapaian SDGs di tingkat lokal, mendukung
tujuan seperti pendidikan, kesehatan, dan inklusi keuangan dengan solusi berbasis komunitas.
Desentralisasi fiskal tidak berdampak signifikan pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan
serta pencapaian SDGs lokal, karena kendala administratif, distribusi dana yang tidak merata,
dan koordinasi yang lemah. Namun, desentralisasi fiskal mendukung keberlanjutan sosial
melalui pengelolaan sumber daya yang lebih sesuai, peningkatan layanan publik, dan partisipasi
masyarakat. Ekonomi digital memediasi hubungan desentralisasi fiskal dengan keberlanjutan
dan SDGs lokal, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Integrasi desentralisasi
fiskal dan ekonomi digital penting untuk keberlanjutan, dengan fokus pada peningkatan
kapasitas lokal dan pemanfaatan teknologi.

Terdapat beberapa implikasi temuan yang dihasilkan studi ini bagi pemerintah pusat dan
daerah. Untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendukung ekonomi digital
dan pencapaian keberlanjutan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Rl perlu fokus pada beberapa area kunci. Pertama, sangat penting untuk
memperkuat kapasitas teknis dan administratif keuangan pemerintah daerah, khususnya TKDD
dari Pemerintah Pusat agar mereka lebih mampu merencanakan dan melaksanakan proyek
digital yang berdampak positif. Penting bagi Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mendorong
keseimbangan desentralisasi fiskal dengan memastikan mekanisme alokasi pendapatan yang
efisien dan meningkatkan tanggung jawab fiskal, memastikan bahwa pemerintah daerah
memiliki otonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal sambil mempertahankan
pengawasan dan koordinasi yang efektif Pelatihan dan dukungan teknis harus diberikan untuk
memastikan implementasi infrastruktur digital yang efektif. Koordinasi yang lebih baik antara
pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan dan
alokasi dana yang lebih efisien. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan anggaran dan
pemantauan proyek harus dipromosikan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Penerapan sistem digital yang memungkinkan pemantauan real-time dan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan akan sangat membantu. Pengawasan yang ketat juga
harus menjadi prioritas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana. Sistem audit dan
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evaluasi yang efektif harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai
dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, mendukung inovasi digital lokal yang
fokus pada pencapaian SDGs akan mempercepat pencapaian target-target pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah perlu memperkuat Kkapasitas
administratif staf analis anggaran daerah dan teknis untuk mengoptimalkan dampak
desentralisasi fiskal. mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi
dan ketersediaan infrastruktur digital saat merancang kebijakan. Implementasi kebijakan harus
didukung oleh infrastruktur digital yang memadai dan pengawasan yang ketat untuk mencegah
korupsi serta meningkatkan transparansi. Mendorong adopsi teknologi digital secara merata di
seluruh daerah, terutama di daerah terpencil, dapat membantu mengatasi ketimpangan dan
meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan publik. Selain itu, meningkatkan koordinasi
antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan
yang mendukung pencapaian SDGs. Investasi dalam pelatihan dan pendidikan terkait teknologi
digital, serta pengembangan platform digital yang relevan, juga akan memperkuat peran
desentralisasi fiskal dalam mencapai keberlanjutan sosial dan pengembangan ekonomi lokal
yang lebih inklusif. Terakhir, pemerintah daerah dapat menciptakan insentif untuk mengadopsi
praktik berkelanjutan, seperti menyediakan pendanaan untuk proyek energi terbarukan atau
mendukung inisiatif perencanaan perkotaan hijau untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
dan kualitas lingkungan
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